SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Menimbang :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik maka Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran,
dan Tata  Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak
sesuai dan perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2015 Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

7. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran  Dalam APBD, dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);



Menetapkan :

15. Peraturan ...
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 06) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2012 Nomor 11);

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun
2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 62);

18. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan, Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 2 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggung-
jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2),
diubah sebagai berikut:



1.

1. Ketentuan ...

Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal
6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Pengurus partai politik mengajukan surat
permohonan  bantuan  keuangan  kepada
Walikota.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap
stempel partai politik serta melampirkan 2 (dua)
rangkap kelengkapan administrasi, sebagai
berikut:

a. surat keputusan DPP partai politik yang
menetapkan susunan kepengurusan DPD
atau DPC partai politik yang dilegalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP
partai politik atau dilegalisir berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran
Rumah Tangga partai politik;

b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok
Wajib Pajak;

c. surat keterangan  autentifikasi  hasil
penetapan perolehan kursi dan suara partai

politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir
oleh Ketua atau Sekretaris KPU;

d. nomor rekening kas umum partai politik
yang  dibuktikan dengan = pernyataan
pembukaan rekening dari bank yang
bersangkutan;

e. rencana  penggunaan dana  bantuan
keuangan dengan mencantumkan besaran
paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari
jumlah bantuan yang diterima untuk
pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran bantuan keuangan tahun
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa
oleh BPK; dan

g. surat ...



g. surat pernyataan Ketua partai politik yang
menyatakan bertanggung jawab secara
formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan dan bersedia
dituntut sesuai peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris partai politik di atas
materai dengan menggunakan kop surat
partai politik, dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(4) Dihapus.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7A

Dalam hal partai politik terjadi sengketa
kepengurusan di tingkat Kota, pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik
dilakukan oleh susunan pengurus partai politik di
tingkat Kota yang disahkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat Partai politik yang sah dan terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Ketentuan dalam Pasal 16 ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf f, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, antara lain:

a. seminar;
lokakarya;
dialog Interaktif;
sarasehan;

workshop; dan

Mmoo o0 o

kegiatan pertemuan partai politik lainnya s
esuai sesuai dengan tugas dan fungsi partai
politik.

4. Di antara ...



4. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 17A

Kegiatan operasional sekretariat partai politik
berkaitan dengan administrasi umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
antara lain:

a. keperluan alat tulis kantor;
b. rapat internal sekretariat;

c. transport dalam rangka mendukung
kegiatan operasional sekretariat;

d. sewa kantor;

e. honorarium tenaga administrasi sekretariat
partai politik yang berkomponen di bidang
pengelolaan keuangan.

Kegiatan operasional sekretariat pada partai
politik berkaitan dengan berlangganan daya dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf b antara lain:

telepon dan listrik;
air minum sekretariat;

a
b

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; atau
e

media cetak dan elektronik.

Kegiatan operasional sekretariat pada partai
politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan
arsip sebagaimana di maksud dalam Pasal 17
huruf c antara lain:

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau

b. penyimpanan data manual.

Kegiatan operasional sekretariat pada partai
politik berkaitan dengan pemeliharaan

peralatan kantor sebagaimana di maksud dalam
Pasal 17 huruf d antara lain:

a. pemeliharaan peralatan elektronik
sekretariat; dan/atau

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor
sekretariat.

5. Di antara ...



5. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18A
Partai Politik penerima bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD bertanggung jawab secara
formal dan materiil atas penggunaan bantuan
keuangan yang diterima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 11

SALINAN
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
YUDHI HARNENDRO, SH.MS;i.

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008




